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ABSTARK 

 

Marzuki Syahfitrah Harahap, 201545, Efektivitas Pelaksanaan E-court Pada 

Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam. 

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 

E-court merupakan sebuah sistem peradilan elektronik yang di bentuk 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Pada No 7 Tahun 2022 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Yang di dalam 

produknya terdapat E-filling (pendaftaran), E-payment (pembayaran), E-summons 

(pemanggilan), dan E-litigation (persidangan). Dengan adanya terobosan baru di 

era globalisasi pada peradilan tentang inovasi baru di era digitalisai pada peradilan 

di Indonesia, urgent di ketahui ke efktivitasnya, terutama pada aspek penyelesaian 

perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam. 

Melalui penelitian hukum dan Dengan metode penelitian yuridis - empiris 

dengan pendekatan mencakup wawancara, observasi dan analisis data  di 

Pengadilan Agama Kelas 1 A  Batam. Diketahui bahwa pelaksanaan E-court pada 

penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Batam belum bisa tercapai secara maksimal di terima oleh masyarakat yang 

berperkara, dan mempunyai terkendala yang harus di perbaiki. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, E-court, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama. 
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ABSTRACT 

Marzuki Syahfitrah Harahap, 201545, Effectiveness of E-court 

Implementation in Settlement of Sharia Economic Dispute Cases in Batam Religious 

Courts. Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau 

Islands. 

E-court is an electronic justice system that was formed based on Supreme 

Court Regulation No. 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and 

Trials. The product includes E-filling (registration), E-payment (payment), E-

summons (summons), and E-litigation (trial). With the new breakthroughs in the 

era of globalization in the judiciary regarding new innovations in the era of 

digitalization in the judiciary in Indonesia, it is urgent to know its effectiveness, 

especially in the aspect of resolving sharia economic disputes in the Batam 

Religious Court. 

Through legal research and with a juridical-empirical research method 

with an approach including interviews, observation and data analysis at the Class 

1 A Religious Court, Batam. It is known that the implementation of E-court in 

resolving sharia economic disputes at the Batam Religious Court has not been 

maximally accepted by the litigants, and has problems that must be corrected. 

 

 Keywords: Effectiveness, E-court, Sharia Economic Disputes, Religious Courts. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

  

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 
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 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ



x 

 

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ 

 Kasrah i i ـِ 

 Dammah u u ـُ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 
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 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
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dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

    al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

  munawwarah 

 talhah    طلَْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 
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 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -
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 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

  -Wa innallāha lahuwa khair ar  وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

     rāziqīn/ 

 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا بِسْمِ اِلله   -   Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
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Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm   اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

ي ْعًا لُ لِلِِ  ا - مُوْرُ جََِ    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  

    jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era Globalisasi saat ini sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan 

kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital economy, artificial 

intelligience, big data, robotic, dan lain sebagainya. fenomena ini lebih dikenal 

dengan sebutan disruptive innivation. Menghadapi fenomena tersebut, dunia 

hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam 

melakukan Tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya electronic e-

court.1 

Pada mulanya semua sistem Pengadilan masih menggunakan sistem manual 

yang mana semua prosedur Administrasi masih secara manaual, yang mana dari 

proses pendaftaran perkara ataupun para Advokat, itu masih dengan mencatat dan 

juga pengantrian yang cukup memakan waktu yang lama, adapaun di proses 

pembayaran panjar masih terbilang cukup mahal dan tidak itu saja, proses 

pemanggilan para pihak dan sampai juga persidangan masih secara manual ini 

cukup menguras banyak waktu tidak hanya itu saja masih terdapat juga terdapat 

kendala pada masyarakat yang masih belum paham teknologi atau gagap teknologi 

dan juga terkendala pada jaringan juga ke efektifan dan ke efesienan di dalam 

proses peradilan berperkara khususnya di Pengadilan Agama. 

 

 
1 Tarmizi, “Sistem E-Court Dalam Peradilan. “ diakses pada 20 Januari 2024, 

http://www.academia.edu/37052506  

http://www.academia.edu/37052506
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Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru 

Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah 

meluncurkan aplikasi E-Court2 yang melayani administrasi perkara secara 

elektronik3 bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (e-filing), 

pembayaran (e-payment), dan panggilan/pemberitahuan (e-summons) dan secara 

elektronik (online). Secara umum ada dua alasan mengapa Peradilan Agama 

penting dalam pengkajiannya. Pertama, eksistensi peradilan agama yang biasa juga 

diistilahkan dengan Peradilan Islam. Kedua, karena posisi yang demikian strategis 

tersebut, Peradilan Agama dituntut untuk terus berdialektika dengan perkembangan 

masyarakat. Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan 

kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah 

Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini 

dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan 

(delay), keterjangkauan (access), dan integritas (integrity). Penggunaan teknologi 

informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para 

pihak datang ke pengadilan serta menganalisasi cara berinteraksi para pihak dengan 

aparatur pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan 

pengetahuan tentang pengadilan.4 

Mahkamah Agung RI fokus untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia 

yang agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern 

 
2 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, 2019, h. 10 
3 Ibid h. 13. 

4https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-

elektronik- elitigasi-di-pengadilan-agama-20-8 dikases pada 14 Januari 2024 pukul 20.56 Wib 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-elitigasi-di-pengadilan-agama-20-8
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berbasis teknologi informasi dalam melayani. E-court secara singkat merupakan 

persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para 

pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan 

asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam sidang elektronik memiliki teknis 

para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara Persidangan di depan laptop 

atau personal computernya. 

Kelahirannya PERMA No 7 Tahun 2022 merupakan langkah inovatif dan 

komitmen Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan 

Indonesia sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual. 

Dengan di terbitkan nya PERMA tersebut, pengadministrasian perkara secara 

manual secara bertahap di gantikan dengan penerapan pengadministrasian secara 

elektronik, yang lebih di kenal electronic court.  

 Mahkamah Agung RI sebagai bagian integral dari program induk bernama 

E-Court (Electronic Court). Kemudian perlu diketahui bahwa sidang elektronik 

berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 

dan PERMA No 1 Tahun 2019 yanag di ubah dengan yang terbaru PERMA No 7 

Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. 

Dengan adanya penyediaan produk-produk yang ditawarkan diantaranya meliputi 

pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman dokumen 

secara online, panggilan secara online, dan penyampaian salinan putusan secara 

online.5 

 
5 Tri Ayu, “Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan 

Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus”, Skripsi (Palembang: Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), hlm. 34-36. 
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Di sisi lain dengan adanya perkembangan lembaga keuangan syariah atau 

lembaga lain yang memiliki unsur syariah di Indonesia kini mengalami peningkatan 

yang signifikan, dengan jumlah yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam 

khususnya ekonomi syariah, sesuai dengan laporan per 30 desember  Tahun 2022 

berjumlah 14 perkara, dan pada rekapan dari 3 Tahun terakhir mulai dari Tahun 

2021, 2022, 2023, dengan jumlah keseluruhan ada 30 perkara yang terdaftar. Dari 

yang terdaftar dalam klafikasi jenis perkara yang mengenai ekonomi syariah, 

berupa perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, lembaga keuangan 

mikro syariah dan pembiayaan syariah.  

 Adapun tantangan yang di hadapai dalam melaksanakan E-court di Indonesia 

dan khusunya di Pengadilan Agama Batam, termasuk kejutan budaya yang di alami 

praktisi hukum dan pencari keadilan, dalam hal ini seluruh peradilan dalam 

melaksanakan tugasnya untuk pelayanan publik dalam menyelesaikan sengketa 

sering mengalami beban terlalu padat, lamban dan biaya mahal, oleh karena itu 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam mewujudkan proses 

peradilan yang efektif dan efesien serta sebagai wujud responsif atas tuntutan 

perkembangan zaman, Mahkamah Agung melakukan pembaruan pada administrasi 

peradilan, pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung Adalah dengan 

memanfaatkan teknologi informasi untuk memeberikan kemudahan pelayanan 

publik. Karena teknologi informasi di anggap dapat  meningkatkan efektivitas dan 

efesiensi kerja suatu organisasi.6 

 
6 Zil Aidi, ”Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata 

yang Efektif dan Efisien”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.49, No.1, 2020, hlm. 81. 
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Pengadilan Agama di Indonesia telah menerapkan teknologi dan menerapkan 

sistem e-court untuk meningkatkan efektivitasnya dan memberikan layanan yang 

lebih baik kepada pencari keadilan. Ini termasuk mengizinkan para pihak untuk 

berpartisipasi dalam persidangan tanpa perlu secara fisik datang ke pengadilan, ini 

di gunakan ketika melaksanakan persidangan secara online, sehinggah membuat 

prosesnya lebih mudah dan lebih nyaman. Pengadilan Agama juga telah 

berkolaborasi dengan komunitas internasional untuk meningkatkan kualitas hakim 

mereka, yang menunjukkan pengakuan internasional atas keberadaan mereka.7 

Di beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang E-court 

menyatakan bahwa e-court merupakan sistem baru yang masih perlu adanya uji 

kelayakan namun dapat dikatakan bahwa sistem ini telah sesuai walaupun 

dilakukan secara elektronik,8 dimana sistem yang di terapkan telah sesuai dengan 

aturan dan prinsip serta asas pengadilan.dalam penelitian yang lain di temui bahwa 

adanya e-court juga telah di terapkan di beberapa pengadilan di indonesia sebagai 

pewujudan dari keluarnya PERMA MA Nomor 3 Tahun 2018 yang salah satunya 

yaitu Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam akan tetapi telah memiliki perubahan 

dari PERMA No 1 Tahun 2019 dan di perbaruhi lagi dengan PERMA No 7 Tahun 

2022. ada juga penelitian yang meneliti di efektivitas dari E-court ini Tujuan 

penerapan pengadilan elektronik adalah untuk mencapai penanganan kasus yang 

teratur yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern, 

 
            7 Syaiful Anam dkk, “E-court Effectiveness Of Religious Court In Indonesia”. Proceedings 

Of The 2nd International Conference On Law Reform (INCLAR). Vol.590. Tahun 2021. Hal. 92. 

 8 Anonim, “pasal  2 PERMA RI Nomor 3 Tahun  2018 Tentang Administrasi di 

Pengadilan Secara Elektronik”, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/., Diakses 15 januari 2024, 

15.38 WIB. 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
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sekaligus memastikan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya 

rendah.9 

penerapannya masih perlu di perbaiki, namun pada intinnya aplikasi E-court 

sudah bisa untuk di laksasnakan. Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam yaitu 

pengadilan agama yang juga menerapkan sistem perkara e-court yang saat ini di 

laksanakan dengan dasar PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menggantikan 

PERMA Nomor 3 Tahun 2018  dan di perbarui dengan PERMA No 7 Tahun 2022 

yang mana sebelumnya e-court hanya untuk Advokat atau khusus untuk Advokat, 

melalui PERMA terbaru E-court akan di buka untuk umum atau masyarakat 

umum,10  dari tujuan dan manfaat nya sistem E-court di tunjukkan sebagai sistem 

baru dengan menempatkan peran digital atau elektronik yang begitu luas dan se 

irama dengan PERMA N0 7 Tahun 2022 terbaru untuk masyarakat dan juga 

advokat. 

Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang kompleks dan 

penting untuk dijawab dan dikaji secara ilmiah sehingga penulis tertantang untuk 

mengangkat permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam, 

sebab e- Court merupakan hal yang baru diterapkan didalam ranah Pengadilan 

Agama Kelas 1 A Batam. Dan ini penulis ingin lebih mengetahui sejauh mana  

penerapan e-Court, kendala dan proses penyelesaian nya dan ke efektivisan dari 

pelaksanaan dan penylesaiannya pada perkara sengketa ekonomi syariah. 

 
 9 Ibid ., 

10 Mahkamah Agung, PERMA RI No. 1 Tahun 2019 Tentang 
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 2, Court, “ 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id., Diakses pada 15 Januari 2024, 

16.15 WIB. 

 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
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Masalah-masalah tersebut mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut. 

 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis tertarik memilih 

judul “Efektivitas Pelaksanaan E-Court Pada Penyelesain Perkara Sengketa 

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam” di antaranya karena: 

1. Penulis melihat tentang efektivias pelaksanaan e-court pada penyelesaian 

perkara khususnya pada perkara sengketa hukum ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam dengan fokus pada efektivitas sistem 

E-court dan dalam konteks ekonomi syariah. 

2. Penulis minat untuk mengeksplorasi efektivitas penerepan E-court dalam 

konteks penyelesaian perkara di pengadilan terutama pada hukum ekonomi 

syariah. 

3. Judul ini sangat penting di kaji karena terdapat relevansi hukum, untuk 

meningkatkan efesiensi dan aksebilitas dalam penyelesaian perkara dan 

konteks khususnya pada sengketa ekonomi syariah. 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan Istilah merupakan faktor penting dalam setiap penelitian agar 

istilah yang digunakan mudah di pahami dan tidak salah di artikan dalam penelitian 

ini. Dalam penegasan istilah penulis menyimpulkan istilah yang di tampilkan oleh 

judul penelitian ini yaitu: 

1. Efektivitas Hukum 
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Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat 

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan 

sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf 

sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efesien, meskipun 

sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah 

sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai 

berlakunya suatu Undang- Undang atau peraturan11. Jika dilihat dari sudut 

hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang 

yaitu polisi. Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, 

dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa 

norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai 

dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus 

mematuhi dan menerapkan norma- norma hukum. Efektifitas hukum berarti 

bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum 

sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar 

diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang 

mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara 

hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas 

 
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002. Jakarta.Balai Pustaka. Hal. 284. 
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adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program 

atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya 

tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Setiap pekerjaan yang 

efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak 

dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas 

merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 

Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai atau senantiasa 

dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan 

diantara keduanya, efektifitas menekankan pada hasil yang di capai. itu 

dengan membandingkan antara input dan outputnya.12 Jadi sebagai tingkat 

keberhasilan yang dapat di capai dari suatu usaha yang baik dan tertentu 

dengan tujuan yang hendak dicapai. 

2. E- court 

E- court adalah aplikasi yang di gunakan untuk memperoses gugatan, 

gugatan sederhana, bantahan, permohonan, pembayaran perkara, melakukan 

panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya 

hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang di 

tetapkan Mahkamah Agung , yang teritegrasi dan tidak terpisahkan dengan 

sistem informasi perkara (SIIP).13 Sedangkan y penelitian yang di maksud 

dengan E-court adalah sebuah sistem digital atau online dengan teknologi 

digital yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yang digunakan untuk yang 

 
12Lieratur.blogspot.com/2014/12 Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas 

dikutip dari siaan,2001, Hal 24. Diakses tanggal 21 Januari 2024. 
13Pedoman E-court Badilag, Hlm. 6. 
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telah disediakan. mendaftarkan gugatan, dan berbagai proses peradilan 

dalam tahap persidangan, atau secara singkat pendaftaran dan persidangan 

perkara secara online dengan memasukan dan mendaftarkan email dalam 

aplikasi. 

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Terlebih dahulu harus diketahui arti kata sengketa, bahwa sengketa 

adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, 

perbantahan perkara kecil menjadi besar, sengketa juga bermakna situasi 

dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain14, tidak mendapatkan 

apa yang harusnya didapatkan, serta pihak yang lain merasa tidak 

melakukannya. Sedangkan kata penyelesaian memiliki arti atau berasal dari 

kata dasar selesai, penyelesaian memiliki arti dalam kelas nominal atau kata 

benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, 

atau  semua  benda  yang  dibendakan  sebagai  proses,  cara,  perubahan, 

penyelesaian, pemberesan dan pemecahan. Sehingga Penyelesian sengketa 

jika dilihat dari makna kata adalah segala upaya dan bentuk yang diambil 

untuk mengakhiri dari suatu situasi dimana adanya pihak yang merasa 

dirugikan oleh pihak lain. Secara umum, ekonomi oleh Samuelson 

didefiniskan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya 

dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk 

 
14 Sarwohadi, “ Cara Penyelesaian Perkara Debitor Wanprestasi Dalam Sengketa 

Ekonomi Syariah”, Skripsi (Surakarta : Gakulitas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

t.t), hlm.45. 
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dikonsumsi15. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum 

atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat 

komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.16 

Ada beberapa cara dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi 

syariah yaitu: 

a. Penyelesaian Melalui jalur Litigasi 

b. Penyelesaian Melalui jalur Non litigasi 

Apabila terjadi sengketa, akan diselesaikan sesuai dengan tata cara dan 

hukum materi syariah. Pada prinsipnya, yang berwenang memeriksa dan 

mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah 

kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berpuncak di Mahkamah 

Agung. Sehingga, perkara sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui 

meja hijau. 

D. Permasalahan 

1. Indetifikasi Masalah 

a. Pelaksanaan E-Court mempengaruhi penyelesaian perkara di 

Pengadilan Agama Batam, terutama dalam konteks penyelesaian 

perkara sengketa ekonomi syariah.  

 

 
15 Paul A. Samuelson, The Economics, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.1973) h. 3, 

yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, makalah disampaikan 

dalam seminar sosialisasi UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2989 tentang Peradilan Agama di Malang, Jawa Timur 
16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Komplikasi Hukum 

Ekonomi Syariah 
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b. Ektivitas E-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam. 

 

 

2. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam mengevaluasi 

efektivitas pelaksanaan E-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama Batam, khususnya yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah. 

Penelitian ini akan mengkaji kesulitan dan dampak yang dihadapi dalam 

penerapan E-Court, serta mengembangkan pendekatan praktis yang dapat 

meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Batam. 

b. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pelaksanaan E-court dalam penyelesaian perkara 

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 ABatam? 

b. Bagaimana efektivitas E-court pada penyelesaian perkara sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam? 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin di capai dari penelitian 

ini adalah: 

a. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penggunaan sistem e-

court pada penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Batam. 
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b. untuk mengetahui ke efektivisan pelaksanaan sistem e-court dalam 

penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah tepatnya di Pengadilan 

Agama Kelas 1 A Batam. 

b. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat di ambil adalah: 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini di harapkan untuk menambah bahan informasi dan 

pengetahuan, yang dapat di jadikan sumbangan pemikiran dalam bidang 

hukum ekonomi syariah terkhusus untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan sistem e-court dalam penyelesaian perkara 

sengketa ekonomi syariah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Harapkan dari penelitian ini dapat memberikan pandangan untuk 

efektivitas pelaksanaan E-court kedepannya menjadi bahan 

relevansi pada penyelesaian perkara khususnya Sengketa 

Ekonomi Syariah. 

2) Bagi masyarakat di harapkan mampu memberikan wawasan 

terkait perkembangan teknologi khususnya Aplikasi E-court, dan 

pelaksanaan terhadapa penyelesaian perkara yang ada di 

Pengadilan Agama Batam pada perkara Sengketa Ekonomi 

Syariah. 
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3)Bagi penulis dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan 

perbandingan bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk membahas 

permasalahan serupa. 

 

F. Kajian Pustaka 

1. Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Saleha Madjid, Ulil Amri, Fachruddin 

Mansyur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammaddiyyah 

Makassar 2023. Dengan judul “Implementasi Gugatan Sederhana 

Dalam Penanganan Sengketea Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama 

Kota Makassar”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penanganan konflik sengketa ekonomi syari’ah dengan menggunakan 

Gugatan Sederhana (Small Claim Cour) lebih berdayaguna dari 

penyelasaian sengketa ekonomi pada umumnya.17 

2. Artikel ilmiah yang di tulis oleh Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution, 

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto 2021. 

Dengan judul “Tranformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan 

Pengadilan Dan Tantangan Impementasi E-court Di Indonesia”. Pada 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transformasi elektronik itu 

menciptakan efisiensi berdasarkan pengertian ajaran “hukum dan ilmu 

ekonomi” (law and economics), namun juga tuntutan ketrampilan 

teknologis, untuk semua aktor yang terlibat dalam system e-court itu.18 

 
17 Saleha Majdid dkk,”Ïmplementasi Gugatan Sederhana dalam Penanganan Sengketa 

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Makassar”, J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 

), Vol.07. No.02, Desember 2023. Hal. 100. 
18Nasution NLSA,”Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan 
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3. Skripsi dari Rizki Anur Fita, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Purwokerto 2021. Dengan judul “Analisis Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah Berbasis E-court Di Pengadilan Agama Mungkid 

Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat,Sederhana, Dan Biaya 

Ringan”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan 

Agama Mungkid telah menjalankan sistem E-Court sesuai PERMA 

Nomor 1 Tahun 2019, dengan catatan hanya wajib untuk mereka yang 

paham hukum dan teknologi. Kedua dalam hal asas peradilan cepat, 

sederhana, dan biaya ringan sistem E-Court menunjukkan pengaruh 

dengan urutan, satu asas biaya ringan terlihat dengan pengurangan 50% 

biaya panjar perkara, kedua asas cepat dengan pembuatan E-Calender, 

ketiga asas sederhana dengan hanya diselesaikan dalam satu link dan 

email.19 

4. Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Wiwik Krisnawati, Danes Jaya Negara, 

Luluk Tri Harinie. Magister Sains Manajemen FEB UPR 2023. 

Dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Melaui E-court Di 

Masa Pandemi Covid –19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara”. Pada 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah berjalan dengan 

 
Tantangan Implemetasi E-court Di Indonesia”, Cakrawala Hukum, Vol.23. No 1. Maret 2021, Hal. 

43.  
19 Rizki Anur Fita, “Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-court Di 

Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sderhana,Dan Biaya 

Ringan’’, skripsi,(Purwokerto : IAIN Purwekwerto t.t), hal. 143. 
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efektif dikarenakan sudah dilaksanakan secara online tidak manual lagi, 

jadi masyarakat pencari keadilan dapat mendaftarkan gugatannya 

sampai proses persidangan dapat dilakukan.20 

5. Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Simto R. Simanjorang Program Studi 

Ilmu Administrasi Publik. Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau, Pekanbaru 2022. Dengan 

judul “Efektivitas Pelayanan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri 

Pekanbaru”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terbitnya 

aplikasi e-court pada pasca Covid -19 namun penerapannya efektif atau 

tidaknya pada aplikasi ini yang di terapkan pada Pengadilan Negeri 

Pekan Baru. Adapun hasil dari penelitian ini iyalah efektivitas layanan 

aplikasi e-court di Kabupaten Pekan Baru Pengadilan sesuai dan 

berjalan dengan baik.21 

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang menjadikan pembeda pada 

penelitian penulis yaitu subjek dan objeknya, karena penulis berfokus 

pada penerapan perma dan khusus pada persengketaan ekonomi 

Syariah, dalam hal ini penulis akan mengkaji efektivitas pelaksanaan e-

court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam. 

 

 
20 Wiwik Krisnawati dkk, “ Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-court Di Masa 

Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Palang Raya’’, Economics Journal,Vol 4. No. 1. 

Januari 2023. Hal. 46. 
21 Simto R. Simanjorang, “Efektivitas Pelayanan Aplikasi Ecourt Di Pengadilan Negeri 

Pekan Baru”. JOM FISIP, Vol . 9. No. II . Desember 2022. Page. 1 
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G. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi 

tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian 

kerangka teori juga dapat menjadi pedoman untuk penulisan penilitian ini. 

Sebagaimana berikut kerangka teori yang akan di paparkan: 

a. Teori Efektivitas Hukum 

a. Pengertian Efektivitas Hukum 

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh 

seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang 

berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang 

ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai 

berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan22. Menurut Clerence J 

Dias menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah sistem hukum yang 

efektif dapat digambarkan sebagai sistem hukum yang memiliki tingkat 

kecocokan yang tinggi antara peratuaran hukum dengan tingkah laku 

manusia (tingkat kecocokan).23 Pendapat lainnya menurut Soewarno 

Handayaningrat menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Ali 

Muhidin  menjelaskan  bahwa  efektivitas  juga  berhubungan  dengan 

 
22 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284 
23 Harris Y P Sibuca, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”, Jurnal 

Negara Hukum, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 131-132 
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masalah  bagaimana  pencapaian  tujuan  atau  hasil  yang  diperoleh, 

kegunaan atau manfaat hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur 

atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Berdasarkan 

pengertian dan pendapat para ahli yang diuraikan di atas penulis 

berkesimpulan bahwa efektivitas yaitu tingkat keberhasilan suatu 

sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut 

dapat dikatakan efektif begitupun sebaliknya. Hal ini menjadi tolak ukur 

untuk menentukan efektif atau tidaknya tujuan yang ditentukan. Dengan 

kata lain efektivitas merupakan suatu perbandingan antara rencana atau 

target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Untuk 

mengetahui efektivitas suatu kegiatan diperlukan Alat ukur efektifitas 

secara umum yang meliputi: 

1) Efektivitas waktu 

Waktu sangatlah penting dalam menyelesaian pekerjaan 

sesuai dengan yang diharapkan. Setiap orang atau kelompok yang 

melaksanakan kegiatan mengharapkan penggunaan waktu yang 

seminimal mungkin. Jika waktu dalam penyelesaian pekerjaan 

tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka itu dapat 

dikatakan tidak efektif. 

2) Efektivitas tenaga 

Tenaga yang dimaksud berkenaan dengan tenaga fisik dan 

pikiran individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu 

kegiatan. Yang juga berkaitan dengan kuantitas atau jumlah 
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pekerja. Jika jumlah pekerja sangat banyak dan hasil yang 

diperoleh tidak banyak atau tidak layak maka dapat dikatakan 

tidak efektif. 

3) Hasil yang diperoleh 

Alat ukur yang pertama adalah hasil. Hasil akhir dari 

kegiatan dapat dilihat dengan penyesuaian hasil yang diperoleh 

dengan tujuan yang telah disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan. 

Oleh karena itu sebelum kegiatan dilaksanakan tentukan dulu 

tujuan yang diharapkan. Jika tujuan tersebut tidak sesuai maka 

artinya kegiatan tersebut tidak efektif.24 

b. Indikator Teori Efektivitas 

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau 

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu25 :  

   Faktor hukum (peraturan perundang-undangan); Sebuah peraturan agar 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka 

minimal dalam proses pembuatannya harus memenuhi 2 (dua) asas 

sebagai berikut: 

1) Asas pembentukan hukum Di dalam pembentukan hukum isinya 

harus memuat 3 (tiga) asas, yaitu keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan. 

 
24 Dosen Pendidikan, “Efektivitas adalah- pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut 

ahli & teorinya-dosen pendidikan.com”. https://www.dosenpendidikan.co.id/efektifitas-adalah/ 

Diakses 14 Mei 2024 Pukul 16:39 WIB 
25 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2014), hlm. 8. 
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2) Asas kekuatan berlakunya hukum Menyangkut berlaku secara 

operasional, sehingga hukum yang dibuat harus memenuhi 

beberapa syarat, yaitu: 

a) Berlaku secara yuridis Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara 

elektronik, telah sesuai dengan hirarki peraturan yang ada 

diatasnya yaitu Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Yang dinyatakan pada 4 ayat (2) bahwa 

pengadilan membantu pada pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

b) Berlaku secara sosiologis Artinya hukum harus dapat 

diterima dalam masyarakat, dalam hal ini ada 2 (dua) teori, 

yaitu teori kekuatan (paksaan dari penguasa, seperti halnya 

Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang memiliki kekuatan 

hukum, setelah diundangkan Perma tersebut wajib 

diterapkan) dan teori pengakuan (Perma Nomor 7 Tahun 

2022 diterima dan diakui secara sadar oleh masyarakat 

karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang  

mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan 

persidangan di pengadilan yang lebih efektif). 

c) Berlaku secara filosifis Perma Nomor 7 Tahun 2022 telah 
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Sesuai dengan cita-cita hukum yaitu peradilan yang 

dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.26 

c. Faktor penegak hukum; 

Penegak hukum disatu pihak menerapkan perundang undangan 

dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadan keadaan tertentu.27 

Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum 

adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Mentalitas 

petugas penegak hukum memiliki peranan yang penting. Kalau 

peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka 

penerapan peraturan tersebut tidak akan berjalan secara baik pula. Jadi 

selain peraturan yang baik harus di barengi dengan mentalitas penegak 

keadilan yang baik pula. 

d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 

dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak 

hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan 

kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, 

sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

penegakkan hukum. Tanpa adanya fasilitas tersebut tidak akan mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan 

yang aktual.28 

 
26 Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan 

Hubungannya Dengan Hukum Internasional,(Jogja :Pustaka Yustisia,2016), hlm.20-21. 
27 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.., hlm.28. 
28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.., hlm. 44 
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e. Faktor masyarakat 

Penegak hukum itu berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk 

mencapai perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu penegakan 

hukum di pengaruhi faktor masyarakat.29 Faktor masyarakat yang 

dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu 

peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat 

kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. 

Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah 

satu indikator berfungsinya suatu hukum. 

f. Faktor budaya 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 

yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan 

apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).30 Oleh karena itu, 

kebudayaan indonesia yang mendasari hukum adat itu berlaku. 

Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang 

dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai 

kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan 

tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari 

hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku 

secara aktif.31 

 
29 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 45 
30 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,hlm. 59-60 
31 Ibid, hlm. 64-65. 
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat antara 

satu dengan yang lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan 

esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur efektivitas suatu 

produk hukum.32 Pendapat lainnya tentang efektivitas suatu peraturan 

diatas peneliti menggunakan indikator menurut Soejono Soekanto untuk 

menggukur efektivitas E-Court dalam penyelesaian perkara sengketa 

ekonomi syariah untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan 

biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam. 

H. Metode Penelitian 

Adapun metode peneltian yang digunakan dalam Menyusun Penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di ambil oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum 

yaitu normatif - empiris dengan mencakup pendekatan wawancara, observasi 

dan analisis data mendalam. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah 

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.33 

Penelitian ini mengacu kepada penelitian norma-norma yang ada dalam 

peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah 

Agung No 7 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan E-court yang ada di Pengadilan 

 
32 Ibid, hlm. 9 

33 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 

35 
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Agama Kelas 1 A Batam. 

b. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan 

lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan 

tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan 

penelitian. Lokasi penelitian di tetapkan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Batam , letak lokasi ini pada Kota Batam wilayah Kecamatan Sekupang, 

Kelurahan Sungai Harapan Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti mengambil 

objek penelitian pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam karean peneliti 

mengfokuskan penelitan terhadap fenomena di lapangan pada ke efektivitas 

pelaksanaan e- court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, 

dan ingin secara mendalam apa sudah terlaksana dan apa ada kendala dengan 

adaanya aplikasi e-court yang di terapkan pada Pengadialn Agama Kelas 1 A 

Batam. 

c. Sumber Hukum 

a. Sumber Hukum Primer 

Sumber Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer  

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.  

Dan bahan hukum nya yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 

2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, 
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hal ini pada peluncuran sistem E-court yang di terapkan di Pengadilan 

Agama Batam. Sesuai dengan tujuan penelitian efektivitas pelaksanaan 

E-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam. 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yan terutama adalah buku-buku 

hukum termasuk skripsi, tesis, dan di sertai dari jurnal-jurnal hukum. 

terkait dengan judul penelitian penulis. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan dan ketersediaan 

sumber data yang memungkinkan guna mendapat informasi di lapangan 

dengan menggunakan 2 metode sebagai berikut 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki meliputi kegiatan pengamatan 

perhatian suatu objek dengan menggunakan alat indra. Teknik observasi 

ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Sementara penelitian ini, menggunakan cara 

pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek. Objek ini 

digunakan untuk memperoleh data dan gambaran yang lebih luas 

mengenai permasalahan yang diteliti, mulai dari mengamati langsung ke 

Pengadilan Agama Batam dan langsung melihat cara kerja dan sstem 
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yang berlangsung pada lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Batam. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara si penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Intrerview 

guide)34. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan 

wawancara, Adapun wawancara yang digunakan ialah wawancara 

terstruktur yang mana apabila pertanyaan yang di ajukan pewancara 

sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah di siapkan35. 

Wawancara dalam penelitian ini, penulis mewawancarai, Hakim, 

Jurusita, pegawai pelayanan E-court dan staf-staf khususunya Pada yang 

memahami E-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi 

syariah yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam. 

e. Teknik Analisis Data 

Teknik dalam pengelolahan data dalam penelitian ini ialah dengan 

menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis 

data yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif terhadapa sumber hukum 

primer dan sumber hukum sekunder. Sedangkan deskriptif tersebut 

merupakan metode yang di pakai untuk memberikan deskriptif mengenai 

 
34 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). Hal.193. 
35 Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method, (Depok: Rajawali 

Pers, 2019). Hlm. 234. 
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subjek penelitian atau suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk 

menetukan isi makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.36 Dengan 

menggunakan pola metode induktif. Metode induktif adalah penarikan 

kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus ke umum. Dengan cara 

melihat efektivitas pelaksanaan e-Court pada penyelesaian perkara sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam baru dianalisis 

menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan digunakan sebagai gambaran permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian agar dapat dipahami secara sistematis dan 

kronologis. Secara garis besar, penulisan ini terdiri dari beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I: Berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran latar 

blakang masalah, alasan pemilihan judul, indenifikasi masalah, rumusn 

masalah serta batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode peneltian dan sistematika penulisan. 

BAB II: Membahas tentang gambaran umum lokai penelitian di 

Pengadilan Agama Batam, Letak Lokasi ini di Jalan RE. Martadinata No.5, 

Tanjung Pinggir, Sekupang, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, 

Kepulauan Riau. Memuat fokus penelitian lebih mendalam mulai dari 

sejarah, tingkat struktural, dan memebahas tentang ke efektivitasan 

 
36 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. hlm.107. 
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pelaksanaan E-court pada penyeleseaian perkara sengketa ekonomi syariah 

yang mana e-court sudah di terapkan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam 

baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara kenyataan yang 

di terapkan di lapangan oleh Pengadilan Agama Batam. 

BAB III: Membahas mengenai kajian teori ini memberikan gambaran 

untuk merumuskan suatu permasalahan yang sudah di temukan di dalam 

hasil penelitian daan teori-teori yang di gunakan sesuai dengan hasil 

penelitian sebagai acuan untuk menjelaskan dan menginterprestasikan 

sebuah data yang di peroleh. 

BAB IV: Dalam Bab ini merupakan inti dari penyusunan penelitian. 

berupa analisa ke Efektivitas pelaksanaan E-Court pada penyelesaian 

perkara sengketa ekonomi syariah, Dalam Bab keempat penulis melakukan 

analisis dari data-data yang di dapatkan penulis dari sumber hukum primer 

dan hukum sekunder kemudian dikaitkan dengan teori pada pembahasan 

Bab II untuk diketahui hubungan implementasi dari E-Court di Pengadilan 

Agama Kelas 1 A Batam. 

BAB V: Bab ini merupakan penutup meliputi kesimpulan yang 

merupakan pemaparan berdasarkan data merupakan pembahasan akhir, 

penutup Bab ini berisi kesimpulan atas analisis dan teori umum yang 

dilakukan dengan menarik kesimpulan dan kemudian penulis memberikan 

saran-saran. 
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Lampiran  VI. Pedoman Wawancara Penelitian 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

PERTANYAAN: 

A. Pedoman Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Batam 

1. Apakah Pengadilan Agama Batam Sudah Menerapkan E-court 

Dalam Menyelesaikan Perkara? 

2. Apakah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Dapat Terselesaikan 

Dengan E-court? 

3. Pengadilan Agama Batam Menggunakan PERMA Nomor Berapa? 

4. Apakah  Suda Sesuai Penerapan PERMA Pada  Pelaksanaan Sistem 

E-court? 

5. Sejak Kapan Sistem E-court Di Terapkan Di Pengadilan Agama 

Batam? 

6. Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Terdapat Kandala Atau 

Tidak Dalam Pelaksanaan Sistem E-courtnya? 

7. Ada Terkendala Apa Saja Dalam Menggunakan Sistem E-court? 

8. Apakah Masyarakat Sepenuhnya Sudah Mengetahui Sistem E-court? 

Nama  : Marzuki Syahfitrah Harahap 

NIM : 201545 

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi : Evektivitas Pelaksanaan E-court Pada Penyelesaian Perkara 

Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam 



 

 

9. Adakah Kegiatan Yang Dapat Dilakukan Dari Pengadilan, Seperti 

Hakim Atau Perangkat Dari Penegak Hukum Untuk Upaya Sosialiasi 

Kemasyarakat? 

10. Berlaku Bagi Siapa Saja Pengguna E-court, Apa Hanya Advokat 

Saja? 

B. Pedoman Wawancara Bersama Petugas Pelayanaan E-court Di 

Pengadilan Agama Batam 

1. Apa Saja Tugas Dari Pelayanan E-court? 

2. Apakah Ada Kendala Dalam Melayani Masyarakat Pada E-court? 

3. Berlaku Bagi Siapa Saja Pengguna E-court, Apa Hanya Advokat 

Saja? 

4. Apakah Masyarakat Sepenuhnya Sudah Mengetahui Sistem E-court? 

5. Apakah Pengadilan Agama Batam Sudah Menyediakan Sarana Dan 

Fasilitas Dalam Pelaksanaan E-court? 

6. Apakah Sudah  Berjalan Dengan Efektiv Kinerja Dari Sisitem E-

court ini? 

7. Apakah Pengadilan Agama Batam Sudah Menerapkan E-court 

Dalam Menyelesaikan Perkara? 

C. Pedoman Wawancara Bersama Jurusita Pengadilan Agama Batam. 

1. Bagaiaman Dengan Adanya E-court, Dapatkah Membantu Kinerja 

Dari Jurusita? 

2. Apakah E-court Sudah Terbilang Berjalan Dengan Baik? 



 

 

3. Bagaimana  Dalam Proses Pemanggilan Secara Online Dengan 

Sistem E-court? 

4. Ada Kendala Tidak Dalam Melaksanakan Tugas Jurusita Dengan 

Adanya Sistem E-court?  

5. Apakah Pengadilan Agama Batam Sudah Menerapkan E-court 

Dalam Menyelesaikan Perkara? 

D. Pedoman Wawancara Bersama Advokat  

1. Pengadilan Agama Batam Menggunakan PERMA Nomor Berapa? 

2. Bagaimana Dengan Pendaftaran Akun E-court Bagi Pengguna Advokat 

dan Non Advokat? 

3. Apakah Pelaksanan Nya Sudah Berjalan Dengan Baik ? 

 

E. Pedoman Wawancara Bersama Masyarakat 

1. Bagaimana Dengan Adanya Sistem Baru Yang Ada Di Pengadilan 

Agama Batam Bagi Bapak Yang Sudah Mendaftarkan Perkaranya? 

2. Ada Kendala Apa Tidak Pada Prosesnya? 

3. Apa Sebelumnya Bapak Sudah Mengetahui Semu Sistemnya 

Menggunakan Online? 
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